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Improving the quality of services in order to provide public satisfaction is 
the main strategy for administrative service organizations in Indonesia, one of 
which is the Population and Civil Registry Office. The application of public 
service standards in improving the quality of public services described in 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 must be based on public interest, legal 
certainty, equal rights, balance of rights and obligations, professionalism, 
participation, equality of treatment / non-discrimination, openness, 
accountability, special facilities and treatment for vulnerable groups, timeliness, 
and speed, convenience, and affordability. Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kota Yogyakarta is one of the public service offices / agencies in the area of 
population registration and civil registration. This research was conducted to find 
out how the implementation of public services in the Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Based on this research, the implementation of 
services in the Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta has 
been able to meet public service standards, namely services that can be relied on, 
responsive, guaranteed, friendly, polite and non-discriminatory. 
Keywords: Public Service, Service Quality, Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
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A. Latar Belakang Masalah 
Sejak berlakunya otonomi daerah, pelayanan publik menjadi 
perbincangan, karena pelayanan publik merupakan salah satu variabel 
yang menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. 1 
Pemerintah sebenarnya juga selalu mengumandangkan bahwa aparatur 
pemerintah adalah merupakan abdi masyarakat. Tugas utama dari aparatur 
pemerintah sebagai abdi masyarakat yaitu memberikan kualitas pelayanan 
yang terbaik kepada masyarakat. 2 
Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik dalam rangka memberikan kualitas pelayanan 
yang terbaik dari para aparatur pemerintah. Terwujudnya pelayanan publik 
yang berkualitas merupakan salah satu ciri dari pemerintahan yang baik 
(Good Governance) sebagai tujuan dari pendayagunaan aparatur negara.3  
Salah satu pelayanan publik tersebut adalah pelayanan administrasi 
kependudukan yang sampai saat ini pemerintah masih terus melakukan 
inovasi pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. 
Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang 
                                                          
1 Hardiyansyah, 2011, Kualitas pelayanan publik, Gava Media, Yogyakarta, hlm. 1 
2 Eddy Sasongko Saputro, 2018, Kualitas Pelayanan Publik Menurut Undang – Undang Nomor 25 
Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Di Kabupaten Boyolali (Studi Kasus di Unit Pelayanan 





Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa Administrasi 
Kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban 
dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran 
penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi 
kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan 
pembangunan sektor lain.  
Peningkatan kualitas pelayanan guna memberikan kepuasan 
masyarakat menjadi strategi utama bagi organisasi pelayanan administratif 
di Indonesia salah satunya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 
Suatu pelayanan dinilai memuaskan apabila pelayanan tersebut dapat 
memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Kualitas pelayanan publik 
dapat menjadi indikator yang dapat menentukan kepuasan masyarakat 
dalam memperoleh kebutuhannya dalam hal pemenuhan atas hak-hak 
administratif penduduk dan perlindungan yang berkenaan dengan 
penerbitan dokumen kependudukan.4 
Pelaksanaan pelayanan publik di Kota Yogyakarta diharapkan 
sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pelayanan publik yaitu Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 
2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 
Tentang Pelayanan Publik, Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 
                                                          
4 Elisabeth Kezia Devantie,  2018, Analisis Kepuasan Penyelenggaraan Penerbitan E-KTP Di 
Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) Disdukcapil Kecamatan Semarang Barat. 





tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, serta Peraturan Daerah 
(Perda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 5 Tahun 2014 tentang 
Pelayanan Publik. 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta atau 
yang biasa disebut dengan Disdukcapil Kota Yogyakarta adalah 
kantor/instansi pelayanan publik di bidang pendaftaran penduduk dan 
pencatatan sipil. Produk pelayanan yang diberikan oleh Disdukcapil Kota 
Yogyakarta adalah Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), 
Akta Pernikahan, Akta Perceraian, Akta Kematian, Akta Kelahiran, dan 
Akta Pengangkatan Anak.  
Penerapan  standar pelayanan publik dalam meningkatkan kualitas 
pelayanan publik yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
2009 harus berasaskan pada kepentingan umum, kepastian hukum, 
kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, 
partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, 
akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, 
ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. 
Permasalahan yang sering muncul terkait pelayanan publik di 
Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Yogyakarta salah satunya adalah 
pelayanan pembuatan E-KTP. Pelayanan pembuatan E-KTP merupakan 
salah satu contoh bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur 
pemerintah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta 




pembuatan E-KTP. Dalam menyelenggarakan pelayanan E-KTP di 
laksanakan oleh Bidang Pelayanan Pendaftaran di Dinas Kependudukan 
dan Pecatatan Sipil Kota Yogyakarta. Tentunya pembuatan E-KTP ini 
berlaku bagi semua warga yang terdata sebagai penduduk Kota 
Yogyakarta yang sudah berumur 17 tahun. 
Pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kota Yogyakarta terjadi permasalahan yang disebabkan jumlah penduduk 
Kota Yogyakarta yang berhak memperoleh dan memenuhi persyaratan 
pembuatan E-KTP yang banyak, tidak sebanding dengan alat pendukung 
pembuatan E-KTP yang ada seperti ruang tunggu yang kecil, serta yang 
paling sering menjadi masalah adalah penduduk harus menunggu lama 
untuk mendapatkan E-KTP. 5  Hal ini tentunya berpengaruh terhadap 
kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kota Yogyakarta.  
Bertitik tolak dari permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk 
melakukan penulisan hukum dengan  judul “Pelaksanaan Pelayanan Publik 
Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 
Publik di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta” 
B. Rumusan masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, maka 
dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 
                                                          






1. Bagaimana pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Kependudukan Dan 
Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta ? 
2. Apa kendala-kendala pelayanan publik di Dinas Kependudukan Dan 
Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta ? 
3. Bagaimana upaya Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota 
Yogyakarta mengatasi kendala-kendala tersebut? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan permasalahan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk:  
1. Mengetahui pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Kependudukan Dan 
Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta 
2. Mengetahui kendala-kendala pelayanan publik di Dinas Kependudukan 
Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta 
3. Mengetahui langkah-langkah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan 
Sipil Kota Yogyakarta mengatasi kendala-kendala dalam melaksanakan 
pelayanan publik 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis 
maupun secara teoritis, sebagai berikut :  
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini bermanfaat secara akademis, yaitu sebagai bahan kajian 




penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga 
bagi pengembangan ilmu hukum dalam mempelajari pelayanan publik.  
2. Manfaat Praktis 
Penulis mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat secara praktik 
terutama pelayanan publik oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan 
Sipil Kota Yogyakarta supaya dalam pelaksanaannya sesuai dengan 
prinsip-prinsip Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang 
Pelayanan Publik sehingga menciptakan iklim pelayanan yang baik. 
E. Keaslian Penelitian 
Penelitian ini dengan judul “Pelaksanaan Pelayanan Publik Menurut 
Undang - Undang Nomor  25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di 
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta merupakan 
karya asli penulis, bukan merupakan plagiasi dari skripsi yang telah ada. 
Ada beberapa skripsi dengan tema yang sama yaitu: 
1. Eddy Sasongko Saputro, NIM:C100140182, dengan judul Kualitas 
Pelayanan Publik Menurut Undang – Undang Nomor 25 Tahun 
2009 Tentang Pelayanan Publik Di Kabupaten Boyolali (Studi 
Kasus di Unit Pelayanan Teknis Pasar Umum Pengging)  
a. Rumusan Masalah: 1. Apakah pelayanan publik di UPT pasar 
pengging sudah sesuai dengan prinsip-prinsip UU No. 25 
/2009 Tentang Pelayanan Publik ? 2. Bagaimana pelaksanaan 
pelayanan publik oleh Unit Pelayanan Teknis Pasar Umum 




b. Tujuan Penelitian: 1. Untuk mengetahui pelayanan publik di 
Unit Pelaksanaan Teknis Pasar Umum Pengging apakah sudah 
sesuai dengan prinsip-prinsip UU No. 25/ 2009 Tentang 
Pelayanan Publik. 7 2. Untuk mengetahui pelaksanaan 
pelayanan publik dan kendala apa saja yang dialami oleh Unit 
Pelaksanaan Teknis Pasar Umum Pengging di Kabupaten 
Boyolali.  
c. Hasil Penelitian: bahwa pelaksanaan pelayanan publik di Unit 
Pelayanan Teknis Pasar Umum Pengging belum terpenuhi 
secara maksimal yang didasarkan pada asas - asas pelayanan 
publik Pasal 4 UU No. 25/2009 Tentang Pelayanan Publik. 
Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Eddy Sasongko Saputro adalah sama-sama meneliti tentang 
pelayanan publik menurut Undang-Undang No.25 Tahun 2009 
serta menggunakan metode penelitian yang sama yaitu metode 
penelitian kualitatif. Penelitian yang dilakukan oleh Eddy 
Sasangko Saputro bertujuan untuk mengetahui pelayanan publik di 
Unit Pelaksanaan Teknis Pasar Umum Pengging apakah sudah 
sesuai dengan prinsip-prinsip UU No. 25/ 2009 Tentang Pelayanan 
Publik serta untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan publik dan 
kendala apa saja yang dialami oleh Unit Pelaksanaan Teknis Pasar 
Umum Pengging di Kabupaten Boyolali.  Sedangkan perbedaan 




penelitian, dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya 
adalah Pelaksanaan Pelayanan Publik Menurut Undang - Undang 
Nomor  25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Di Dinas 
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta serta 
penelitian ini dilakukan pada tahun 2020 di Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode yaitu berupa wawancara bebas 
dengan narasumber Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 
Yogyakarta yang dimana pewawancara bebas menanyakan apa 
saja, tetapi juga mengingat akan data yang akan dikumpulkan. 
Fokus penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan pelayanan 
publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Yogyakarta yang ditinjau dari 5 dimensi yaitu, bukti langsung, 
daya tanggap, kehandalan, jaminan dan perhatian, serta kendala-
kendala apa saja yang dihadapi Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta serta langkah-langkah yang 
dilakukan untuk mengatasai kendala-kendala tersebut. 
2. Rudi Rinaldi, dengan judul Analisis Kualitas Pelayanan Publik 
(Studi pada Biro Umum Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera 
Utara) 
a. Rumusan Masalah: Bagaimana Kualitas Pelayanan Publik 





b. Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui Kualitas Pelayanan 
Publik pada Biro Umum Sekretariat Daerah Propinsi 
Sumatera Utara 
c. Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
Kualitas pelayanan publik pada Kantor Sekretariat Daerah 
Provinsi Sumatera Utara yang diukur dari 14 unsur pelayanan, 
secara umum berdasarkan kriteria yang ditentukan termasuk 
dalam kategori baik. 
Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Rudi Rinaldi adalah sama-sama meneliti tentang pelayanan 
publik serta menggunakan metode penelitian yang sama yaitu 
metode penelitian kualitatif. Penelitian yang dilakukan oleh Rudi 
Rinaldi bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan publik di 
Biro Umum Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara serta 
metode pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara 
langsung dengan narasumber. Jenis penelitian yang digunakan 
dalam penelitian Rudi Rinaldi adalah Penelitian Eksplanasi yang 
bersifat asosiatif. Dalam penelitian Rudi Rinaldi menggunakan 
bentuk asosiatif, yaitu suatu penelitian yang mencari hubungan 
antara satu variable dengan variable lainnya.  
Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini terletak pada 
metode pengolahan datanya, yang dimana pada penelitian yang 




digunakan berpedoman kepada Keputusan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/25/PAN/2/2005 
Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan 
Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, yaitu penentuan 
Nilai Kualitas Pelayanan dihitung dengan menggunakan “nilai 
rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Perbedaan 
selanjutnya terletak pada dimensi yang digunakan untuk mengukur 
kualitas pelayanan publik yang dimana pada penelitian yang 
dilakukan oleh Rudi Rinaldi berdasarkan 14 unsur pelayanan yaitu 
Prosedur pelayanan, Persyaratan Pelayanan, Kejelasan petugas 
pelayanan, Kedisiplinan petugas pelayanan, Tanggung jawab 
petugas pelayanan, Kemampuan petugas pelayanan, Kecepatan 
pelayanan, Keadilan mendapatkan pelayanan 9. Kesopanan dan 
keramahan petugas, 10. Kewajaran biaya pelayanan, 11. Kepastian 
biaya pelayanan, 12. Kepastian jadwal pelayanan, 13. 
Kenyamanan lingkungan, 14. Keamanan Pelayanan.. Serta Jenis 
digunakan dalam penelitian  Rudi Rinaldi adalah Penelitian 
Eksplanasi yang bersifat asosiatif, yaitu suatu penelitian yang 
mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. 
3. Ones Gita Crystalia, NIM. 13802245001, dengan judul Kualitas 





a. Rumusan Masalah: Bagaimana Kualitas Pelayanan Publik pada 
Biro Umum Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara? 
b. Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
(1) kualitas pelayanan publik di Kantor Kecamatan Pengasih 
Kabupaten Kulon Progo, (2) Faktor pendukung dan 
penghambat pelayanan di Kantor Kecamatan Pengasih 
Kabupaten Kulon Progo. 
c. Hasil Penelitian: Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) 
Kualitas pelayanan publik di Kantor Kecamatan Pengasih 
Kabupaten Kulon Progo sudah diterapkan dimensi Tangibel, 
Realiability, Responsiviness, Assurance dan Emphaty beserta 
indikatornya. 
Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Ones Gita Crystalia adalah sama-sama meneliti tentang 
pelayanan publik serta menggunakan metode penelitian yang sama 
yaitu metode penelitian kualitatif. Penelitian yang dilakukan oleh 
Ones Gita Crystalia bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan 
publik di Kantor Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo 
serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat 
pelayanan di Kantor Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo. 
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, 
dan dokumentasi. Peneliti menggunakan triangulasi sumber untuk 




Ones Gita Crystalia menggunakan tiga komponen yang terdiri dari 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Sedangkan perbedaan penelitiannya terletak pada fokus 
penelitian, yang dimana dalam penelitian ini yang menjadi fokus 
penelitiannya adalah mengenai pelaksanaan pelayanan publik di 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 
kendala-kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang 
dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, sedangkan 
pada penelitian yang dilakukan oleh Ones Gita yang menjadi fokus 
penelitiannya adalah kualitas pelayanan publik dan apa saja yang 
menjadi faktor pendukung dan penghambatnya. Pengumpulan data 
dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Penelitian Ones Gita menggunakan triangulasi sumber untuk 
mengecek keabsahan data penelitian serta analisis data 
menggunakan tiga komponen yang terdiri dari reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini 
peneliti hanya berfokus pada pelaksanaan pelayanan publik yang 
ditinjau dari 5 dimensi yaitu bukti fisik, kehandalan, ketanggapan, 
jaminan dan perhatian, tidak menilai bagaimana kualitas pelayanan 
publik yang dilaksanakan tersebut. 
F. Tinjauan Pustaka 
1. Tinjauan Tentang Pelayanan Publik 




Hardiyansyah mengemukakan bahwa: 
“Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan  
(melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai 
kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan 
tata cara yang ditetapkan. Pemerintah pada hakikatnya adalah 
pelayan bagi masyarakat. Ia tidak diadakan untuk melayani dirinya 
sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan 
kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat 
mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai 
tujuan. Karena birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung 
jawab untuk memberikan layanan baik dan professional.”6 
    
Service adalah produk yang tidak berwujud, berlangsung 
sebentar dan dirasakan atau dialami.” Artinya, service merupakan 
produk yang tidak ada wujud atau bentuknya sehingga tidak ada 
bentuk yang dapat dimiliki, dan berlangsung sesaat atau tidak tahan 
lama, tetapi dapat dialami dan dirasakan oleh penerima layanan. 
Etimologis, pelayanan berasal dari kata “layan” yang berarti 
membantu menyiapkan/mengurus apa-apa yang diperlukan seseorang, 
kemudian pelayanan dapat diartikan sebagai: Perihal/cara melayani; 
Servis/jasa; Sehubungan dengan jual beli barang atau jasa.7 
Definisi dari pelayanan umum berdasarkan Keputusan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003,  adalah : 
Segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah 
di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Negara atau 
Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik 
dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam 
                                                          





rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Sedangkan menurut Bab I Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2009, yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan 
atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 
pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap 
warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan 
administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 
Mengikuti definisi di atas, pelayanan publik atau pelayanan 
umum dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk jasa pelayanan, baik 
dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya 
menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di 
pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau 
Badan Usaha Milik Daerah, dalam upaya pemenuhan kebutuhan 
masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.8 Pelayanan umum atau pelayanan publik adalah 
pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama 
pemerintah atau pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa 
pembayaran guna memenuhi kebutuhan atau kepentingan 
masyarakat.9  
Pelayanan publik (public service) oleh birokrasi publik tadi 
adalah merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara 
                                                          
8  Herry Wibaya, 2010, Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggara Negara Dan 
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9  Pandji Santosa, 2009, Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Goverrnance, Refika 




sebagai abdi masyarakat di samping sebagai abdi negara. Pelayanan 
publik (public service) oleh birokrasi publik dimaksudkan untuk 
mensejahterakan masyarakat (warga negara) dari suatu negara 
kesejahteraan (welfare state). 10  Pelayanan publik diartikan sebagai 
segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh 
Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah dan Lingkungan Badan Usaha 
Milik Negara/ Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa baik dalam 
rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam 
rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.11 
Pelayanan umum atau pelayanan publik adalah pemberian jasa, 
baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun 
pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna 
memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat.12  
Kondisi masyarakat saat ini telah terjadi suatu perkembangan 
yang sangat dinamis, tingkat kehidupan masyarakat yang semakin 
baik merupakan indikasi dari empowering yang dialami oleh 
masyarakat. Menurut Hardiyansyah masyarakat semakin sadar akan 
apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam 
hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Masyarakat semakin 
berani dan kritis untuk mengajukan tuntutan, keinginan dan 
aspirasinya kepada pemerintah serta melakukan kontrol terhadap apa 
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yang dilakukan oleh pemerintahnya. Kondisi yang demikian menuntut 
birokrasi atau organisasi publik harus dapat memberikan pelayanan 
yang lebih baik, lebih berkualitas, profesional, proporsional, efektif, 
efisien, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif.13 
Selain itu, dalam kondisi masyarakat yang semakin kritis, 
birokrasi publik dituntut harus dapat mengubah posisi dan peran 
(revitalisasi) dalam memberikan pelayanan publik, dari yang suka 
mengatur dan memerintah berubah menjadi suka melayani; dari yang 
suka menggunakan pendekatan kekuasaan, berubah menjadi suka 
menolong menuju arah yang fleksibel, kolaboratis dan dialogis; dari 
cara-cara yang sloganis menuju cara-cara yang realistis pragmatis. 
Dengan revitalisasi birokrasi publik ini, pelayanan publik yang lebih 
baik dan profesional dalam menjalankan apa yang menjadi tugas dan 
kewenangan yang diberikan kepadanya dapat terwujud. 
b. Ruang Lingkup Pelayanan Publik 




4) Lingkungan: tata kota, kebersihan, sampah, penerangan 




9) Registrasi penduduk: kelahiran, kematian 
10) Air minum 
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11) Legalitas (hukum), seperti KTP, paspor, sertifikat, dan lain-
lain. 
 
c. Konsepsi Pelayanan Publik 
Sondang P. Siagian mengemukakan bahwa: 
 “Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada 
masyarakat sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi aparat 
negara sebagai pelayan masyarakat. Karena itu, kedudukan 
aparatur pemerintah dalam pelayanan umum sangat strategis, 
karena akan sangat menentukan sejauh mana pemerintah mampu 
memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat yang 
dengan demikian akan menentukan sejauh mana negara telah 
menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tujuan 
pendiriannya. Aparatur pemerintah menyelenggarakan pelayanan 
umum atau public service dan para pegawai negeri dikenal dengan 
istilah Abdi masyarakat atau public servants. Bahkan sesungguhnya 
fungsi pengaturan yang diselenggarakan oleh aparatur pemerintah 
merupakan bagian dari pelayanan umum juga.15 
 
Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kedudukan 
aparatur pemerintah dalam pelayanan umum sangat strategis dan akan 
menentukan sejauh mana pemerintah dapat memberikan pelayanan 
yang terbaik bagi masyarakat yang dengan demikian akan menentukan 
sejauh mana negara telah menjalankan perannya dengan baik sesuai 
dengan tujuan pendiriannya.  
   
A.S Moenir mengungkapkan bahwa: 
      
“Dalam konteks pelayanan publik dikemukakan bahwa pelayanan 
umum adalah mendahulukan kepentingan umum, mempermudah 
urusan publik, mempersingkat waktu pelaksanaan urusan publik, 
dan memberikan kepuasan kepada publik. Pelayanan publik adalah 
kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang 
dengan landasan faktor material melalui sistem prosedur dan 
metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain 
                                                          





sesuai dengan haknya. Kegiatan pelayanan publik yang 
diselenggarakan pemerintah kepada masyarakat meliputi banyak 
hal yang menyangkut semua kebutuhan masyarakat.”16 
 
Jasa pelayanan pemerintah yaitu berbagai kegiatan yang 
bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang-barang dan 
jasa-jasa jenis pelayanan publik dalam arti jasa-jasa yaitu seperti 
pelayanan kesehatan, pelayanan keluarga, pelayanan pendidikan, 
pelayanan Haji, pelayanan pencarian keadilan dan lain-lain.17  
d. Klasifikasi Pelayanan Publik 
Pelayanan publik yang harus diberikan oleh pemerintah dapat 
diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama yaitu pelayanan 
kebutuhan dasar dan pelayanan umum, berikut penjelasannya18: 
1) Pelayanan kebutuhan dasar 
Pelayanan kebutuhan dasar yang harus diberikan pemerintah 
meliputi kesehatan pendidikan dasar dan bahan kebutuhan pokok 
masyarakat. 
2) Pelayanan umum 
Selain pelayanan kebutuhan dasar, pemerintah sebagai instansi 
penyedia pelayanan publik juga harus memberikan pelayanan 
umum kepada masyarakatnya. Pelayanan umum yang harus 
diberikan pemerintah terbagi dalam tiga kelompok yaitu (a) 
pelayanan administratif; (b) pelayanan barang; dan (c) pelayanan 
jasa. 
 
e. Jenis-Jenis Pelayanan Publik 
Jenis-jenis pelayanan publik menurut Lembaga Administrasi 
Negara yang dimuat dalam SANKRI (Sistem Administrasi Negara 
Kesatuan Republik Indonesia) Buku III dalam Hardiyansyah adalah:19 
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1) Pelayanan pemerintahan adalah jenis pelayanan masyarakat yang 
terkait dengan tugas-tugas umum pemerintahan, seperti pelayanan 
KTP, SIM, pajak, perizinan, dan keimigrasian. 
2) Pelayanan pembangunan adalah suatu jenis pelayanan masyarakat 
yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk 
memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam melakukan 
aktivitas sebagai warga Negara. Pelayanan ini meliputi penyediaan 
jalan-jalan, jembatan-jembatan, pelabuhan-pelabuhan, dan lainnya.  
3) Pelayanan utilitas adalah jenis pelayanan yang terkait dengan 
utilitas bagi masyarakat seperti penyedian listrik, air, telepon, dan 
transportasi lokal. 
4) Pelayanan sandang, pangan, dan papan adalah pelayanan yang 
menyediakan bahan kebutuhan pokok masyarakat dan kebutuhan 
perumahan, seperti penyediaan beras, gula, minyak, gas, tekstil, 
dan perumahan murah. 
5) Pelayanan kemasyarakatan adalah jenis pelayanan yang dilihat dari 
sifat dan kepentingannya lebih ditekankan pada kegiatan-kegiatan 
sosial kemasyarakatan, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, 
ketenagakerjaan, penjara, rumah yatim piatu, dan lainnya. 
 
f. Unsur-Unsur Pelayanan Publik 
Dalam proses kegiatan pelayanan publik terdapat beberapa 
faktor atau unsur yang mendukung jalannya kegiatan. Unsur-unsur 
tersebut antara lain : 20 
1) Sistem, prosedur dan metode yaitu di dalam pelayanan publik 
perlu adanya sistem informasi, prosedur dan metode yang 
mendukung kelancaran dalam memberikan pelayanan. 
2) Personil, terutama ditekankan pada perilaku aparatur; dalam 
pelayanan publik aparatur pemerintah selaku personil pelayanan 
harus profesional, disiplin dan terbuka terhadap kritik dari 
pelanggan atau masyarakat. 
3) Sarana dan prasarana, dalam pelayanan publik diperlukan 
peralatan dan ruang kerja serta fasilitas pelayanan publik. 
Misalnya ruang tunggu, tempat parker yang memadai. 
4) Masyarakat sebagai pelanggan, dalam pelayanan publik 
masyarakat sebagai pelanggan sangatlah heterogen baik tingkat 
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g. Asas-asas Pelayanan Publik 
Pelayanan publik dilakukan pihak lain untuk memberikan 
kepuasan bagi pengguna jasa. Oleh karena itu, penyelenggaraannya 
secara niscaya membutuhkan asas-asas pelayanan, dengan kata lain 
dalam memberikan pelayanan publik inspirasi penyedia pelayanan 
publik harus memperhatikan  asas pelayanan publik. Asas-asas 
pelayanan publik menurut Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 
2003 sebagai berikut: 
1) Transparansi : bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh 
semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai 
serta mudah dimengerti. 
2) Akuntabilitas: dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
3) Kondisional: sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan 
penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi 
dan efektivitas. 
4) Partisipatif: mendorong peran serta masyarakat dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi 
kebutuhan dan harapan masyarakat. 
5) Kesamaan hak: tidak diskriminatif, dalam arti tidak membedakan 




6) Keseimbangan hak dan kewajiban: pemberi dan penerima 
pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-
masing pihak. 
Asas pelayanan publik menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 
25 Tahun 2009 adalah sebagai berikut: 
1) Kepentingan umum; 
2) Kepastian hukum; 
3) Kesamaan hak; 
4) Keseimbangan hak dan kewajiban; 
5) Keprofesionalan; 
6) Partisipatif; 
7) Persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif; 
8) Keterbukaan; 
9) Akuntabilitas; 
10) Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok Rentan; 
11) Ketepatan waktu; dan 
12) Kecepatan kemudahan dan keterjangkauan. 
h. Penyelenggaraan Pelayanan Publik 
Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh 
penyelenggara pelayanan publik yaitu penyelenggara negara atau 
pemerintah, penyelenggara perekonomian dan pembangunan lembaga 
independen yang dibentuk oleh pemerintah badan usaha atau badan 




fungsi pelayanan publik, badan usaha/ badan hukum yang 
bekerjasama dan/atau dikontrak untuk melaksanakan sebagain tugas 
yang tidak mampu disediakan oleh pemerintah/pemerintah daerah. 
Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009,  
penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara 
negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan 
undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum 
lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. 
Pada ayat (6) Undang-Undang yang sama disebutkan bahwa pelaksana 
pelayanan publik adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang 
yang bekerja di dalam Organisasi Penyelenggara yang bertugas 
melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. 
Kegiatan pelayanan publik diselenggarakan oleh instansi 
pemerintah. Instansi pemerintah merupakan sebutan kolektif meliputi 
satuan kerja atau satuan orang kementrian, departemen, lembaga, 
pemerintahan non departemen, kesekertariatan lembaga tertinggi dan 
tinggi negara, dan instansi pemerintah lainnya, baik pusat maupun 
daerah termasuk Badan Usaha Milik Daerah.21  
Pelaksanaan pekerjaan dalam orang birokrasi diatur dalam 
mekanisme dan prosedur agar tidak mengalami penyimpangan dalam 
mencapai tujuan orang. Dalam organisasi birokrasi segala bentuk 
hubungan bersifat resmi dan berjenjang berdasarkan struktur orang 
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yang berlaku sehingga menuntut ditaatinya prosedur yang berlaku pada 
orang tersebut.22 
Adapun yang menjadi ciri ideal birokrasi menurut Max Weber 
antara lain adalah :23 
1) pembagian kerja yang kurang jelas 
2) Adanya hierarki jabatan 
3) Adanya pengaturan sitem yang konsisten 
4) Prinsip formalistic impersonality 
5) Penempatan berdasarkan karier 
6) Prinsip rasionalitas 
 
Adanya otonomi daerah, diharapkan memberikan dampak nyata 
yang luas terhadap peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.  
Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah 
memungkinkan terjadinya penyelenggaraan pelayanan dengan jalur 
birokrasi yang lebih ringkas dan membuka peluang bagi pemerintah 
daerah untuk melakukan inovasi dalam pemberian dan peningkatan 
kualitas pelayanan. 
Menteri Pendayagunaan Negara menerbitkan Keputusan No. 63/ 
KEP/ M. PAN/ 7/ 2003 mengenai pola penyelenggaraan pelayanan 
publik dalam rangka mewujudkan kegiatan pelayanan publik yang 
berkualitas, maka, yang antara lain : 
1) Fungsional 
Pola pelayanan publik diberikan oleh penyelenggara 
pelayanan, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya. 
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Pola pelayanan publik diberikan secara tunggal oleh 
penyelenggara pelayanan berdasarkan pelimpahan wewenang 
dari penyelenggara pelayanan terkait lainnya yang 
bersangkutan. 
3) Terpadu 
a) Terpadu Satu Atap 
Pola pelayanan terpadu satu atap diselenggarakan dalam 
satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang 
tidak mempunyai keterkaitan proses dan dilayani melelui 
beberapa pintu. Terhadap jenis pelayanan yang sudah 
dekat dengan masyarakat tidak perlu disatu atapkan. 
b) Terpadu Satu pintu 
Pola pelayanan terpadu satu pintu diselenggarakan pada 
satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang 
memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu 
pintu.  
c) Gugus Tugas 
Petugas pelayanan secara perorangan atau dalam bentuk 
gugus tugas ditempatkan pada instansi pemberi pelayanan 






i. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pelayanan Publik 
10 (sepuluh) prinsip pelayanan umum diatur dalam Keputusan 
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63/ 
KEP/M.PAN/7/2003  tentang pedoman umum penyelenggaraan 
pelayanan pubik. Sepuluh prinsip tersebut adalah sebagai berikut: 
1) Kesederhanaan prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit,  
mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. 
2) Kejelasan (1) persyaratan teknis dan administrasi pelayanan 
publik; (2) unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung 
jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian 
keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik; 
(3) rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran. 
3) Kepastian waktu pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan 
dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 
4) Akurasi produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan 
sah. 
5) Keamanan proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa 
aman dan kepastian hukum. 
6) Tanggung jawab pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau 
pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan 





7) Kelengkapan sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan 
pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana 
teknologi telekomunikasi dan Informatika (telematika). 
8) Kemudahan akses: tempat dan lokasi sarana prasarana pelayanan 
yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat 
memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informasi. 
9) Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan: pemberi pelayanan harus 
bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah serta memberikan 
pelayanan dengan ikhlas. 
10) Kenyamanan: lingkungan pelayanan harus tertib; teratur; 
disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi; lingkungan 
yang indah dan sehat; serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung 
pelayanan seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lainnya. 
j. Standar Pelayanan Publik  
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis 
Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan, komponen 
standar pelayanan adalah komponen yang merupakan unsur-unsur 
administrasi dan manajemen yang menjadi bagian dalam sistem dan 
proses penyelenggaraan pelayanan publik. Berdasarkan Bab 5, Pasal 
21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, setiap standar pelayanan 





1) Dasar hukum, adalah peraturan perundang-undangan yang 
menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan.  
2) Persyaratan, adalah syarat (dokumen atau hal lain) yang harus 
dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik 
persyaratan teknis maupun administratif. 
3) Sistem, mekanisme, dan prosedur, adalah tata cara pelayanan 
yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk 
pengaduan. 
4) Jangka waktu penyelesaian, adalah jangka waktu yang diperlukan 
untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis 
pelayanan. 
5) Biaya/tarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima 
layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari 
penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan 
antara penyelenggara dan masyarakat.  
6) Produk pelayanan, adalah hasil pelayanan yang diberikan dan 
diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. 
7) Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, adalah peralatan dan fasilitas 
yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk 
peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan. 
8) Kompetensi pelaksana, adalah kemampuan yang harus dimiliki 





9) Pengawasan internal, adalah sistem pengendalian intern dan 
pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja 
atau atasan langsung pelaksana. 
10) Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara 
pelaksana penanganan pengaduan dan tindak lanjut. 
11) Jumlah pelaksana, adalah tersedianya pelaksana sesuai dengan 
beban kerja. Informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas 
yang melaksanakan tugas sesuai pembagian dan uraian tugasnya. 
12) Jaminan pelayanan, adalah memberikan kepastian pelayanan yang 
dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan. 
13) Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, adalah dalam 
bentuk komitmen untuk merberikan rasa aman, bebas dari bahaya, 
risiko, dan keragu-raguan. 
14) Evaluasi kinerja pelaksana, adalah penilaian untuk mengetahui 
seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar 
pelayanan. 
k. Dimensi dan Indikator Kualitas Pelayanan Publik 
Membangun sebuah pelayanan yang berkualitas memang 
bukanlah hal mudah, karena akan ditemui beberapa tantangan dan 
kendala yang harus disikapi positif demi pengembangan pelayanan 
selanjutnya. Tantangan dan kendala ini wajar terjadi mengingat 




publik. Tantangan dan kendala yang mendasar dalam pelayanan 
publik adalah:24 
1) Kontak antara pelanggan dengan penyedia pelayanan; 
2) Variasi pelayanan; 
3) Para petugas pelayanan; 
4) Struktur organisasi; 
5) Informasi; 
6) Kepekaan permintaan dan penawaran; 
7) Prosedur; 
8) Ketidakpercayaan publik terhadap kualitas pelayanan. 
 
Kualitas pelayanan dapat diukur dari lima dimensi, yaitu:25 
a. Tangibel (Berwujud), dengan indikator: 
a) Penampilan petugas/aparatur dalam melayani pelanggan; 
b) Kenyamanan tempat melakukan pelayanan; 
c) Kemudahan dalam proses pelayanan; 
d) Kedisiplinan petugas/aparatur dalam melakukan pelayanan; 
e)  Kemudahan akses pelanggan dalam permohonan pelayanan; 
dan 
f) Penggunaan alat bantu dalam pelayanan. 
b. Reliability (Keandalan), dengan indikator: 
a)  Kecermatan petugas dalam melayani pelanggan; 
b) Memiliki standar pelayanan yang jelas; 
c)  Kemampuan petugas/aparatur dalam menggunakan alat bantu 
dalam proses pelayanan; dan 
d) Keahlian petugas dalam menggunakan alat bantu dalam 
proses pelayanan. 
c. Responsiviness (Ketanggapan), dengan indikator: 
1) Merespon setiap pelanggan/pemohon yang ingin mendapatkan 
pelayanan; 
2) Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cepat; 
3) Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan tepat; 
4) Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cermat; 
5) Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan waktu yang 
tepat, dan semua keluhan pelanggan direspon oleh petugas. 
d. Assurance (Jaminan), dengan indikator: 
1) Petugas memberikan jaminan tepat waktu dalam pelayanan; 
2) Petugas memberikan jaminan biaya dalam pelayanan; 
3) Petugas memberikan jaminan legalitas dalam pelayanan; dan 
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4) Petugas memberikan jaminan kepastian biaya dalam 
pelayanan. 
e. Empathy (Empati), dengan indikator: 
1) Mendahulukan kepentingan pemohon/pelanggan; 
2) Petugas melayani dengan sikap ramah; 
3) Petugas melayani dengan sikap sopan santun; 
4) Petugas melayani dengan tidak diskriminatif (membeda-
bedakan); dan 
5) Petugas melayani dan menghargai setiap pelanggan. 
 
2. Tinjauan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta 
a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta 
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 
tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan 
Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 
Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah 
Istimewa Yogyakarta maka dibentuk perangkat daerah baru di 
lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil menjadi Organisasi Perangkat Daerah dengan nama 
yang sama yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 26 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta 
atau yang biasa disebut dengan Disdukcapil Kota Yogyakarta 
adalah kantor/instansi pelayanan publik di bidang pendaftaran 
penduduk dan pencatatan sipil. Produk pelayanan yang diberikan 
oleh Disdukcapil Kota Yogyakarta adalah Kartu Keluarga (KK), 
                                                          





Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Pernikahan, Akta Perceraian, 
Akta Kematian, Akta Kelahiran, dan Akta Pengangkatan Anak.27 
b. Kode Etik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Yogyakarta 
1) Mentaati Kode Etik Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta 
2) Memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang 
berkepastian dan berkekuatan hukum secara jujur, adil dan 
profesional 
3) Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, menjunjung tinggi 
rasa solidaritas sesama pegawai serta menghargai perbedaan 
pendapat. 
4) Tidak memberikan informasi yang bukan menjadi 
kewenangannya kepada Media massa. 
5) Selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas kinerja baik dari 
ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kreatifitas dalam 
melaksanakan tugas. 
6) Tidak menggunakan sarana kantor untuk kepentingan 
pribadi/golongan. 
7) Netral, yaitu tidak terlibat dalam politik praktis. 
8) Selalu menghindarkan diri dari kolusi, korupsi dan nepotisme 
dalam pelaksanaan tugas 





9) Dilarang menyalahgunakan wewenangnya sebagai pegawai 
negeri dengan tujuan untuk memperkaya/ menguntungkan diri 
sendiri/ pihak lain 
10) Wajib memberi contoh yang baik dalam menaati dan 
melaksanakan peraturan perundang-undangan 
11) Dilarang menerima dan/ atau menberikan imbalan dalam bentuk 
apapun dari dan/ atau kepada pihak-pihak yang secara langsung 
ataupun tidak langsung terkait penugasan tersebut 
12) Wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, 
maupun golongan dan wajib mengutamakan kepentingan 
organisasi di atas pribadi, kelompok maupun golongan; 
13) Setiap pegawai wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat 
PNS.28 
 
Setiap pegawai dalam melaksanakan etika ini, : 
1) Dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun di luar 
ketentuan yang berlaku 
2) Wajib bertindak sesuai dengan peraturan kepegawaian yang 
berlaku; 
3) Dilarang memasuki tempat-tempat yang dpat mencemarkan 
martabat dan kehormatan; 





4) Dilarang melakukan tindakan melawan hukum dan susila 
seperti judi, pelecehan seksual, pornoaksi dan/ atau 
pornografi dan semacamnya. 
5) Dilarang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, obat-obat 
terlarang dan minuman keras; 
6) Wajib selalu menjunjung nilai-nilai moral dan religi. 
7) Setiap pegawai wajib bersikap dan bertindak jujur dan terbuka 
serta tidak memberikan informasi yang tidak benar 
8) Setiap pegawai wajib saling menghormati antara teman sejawat 
9) Menjaga informasi yang bersifat rahasia (rahasia jabatan dan 
rahasia negara) 
10) Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak 
benar 
11) Menggunakan, memelihara barang-barang dinas sebaik-baiknya 
sesuai dengan tanggung jawabnya. 
12) Wajib menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya 
negara secara efisien dan efektif untuk kepentingan dinas. 
13) Wajib menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama 
PNS 
14) Wajib membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja 
organisasi, dengan cara: 




b) Membangun semangat kerja dan menggunakan waktu kerja 
efektif 
B. Batasan Konsep 
1. Pelayanan publik adalah kegiatan pemberian layanan oleh 
penyelenggara pelayanan publik yaitu pemerintah, BUMN, atau 
BUMD yang dilaksanakan sesuai dengan prinsipprinsip, asas-asas 
dalam pelayanan publik dan ketentuan perundang-undangan untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat baik dalam bentuk barang publik 
maupun jasa publik dengan tujuan agar dapat meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. 
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta atau biasa 
disebut dengan Disdukcapil Kota Yogyakarta adalah kantor/instansi 
pelayanan publik di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 
Produk pelayanan yang diberikan oleh Disdukcapil Kota Yogyakarta 
adalah Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta 
Pernikahan, Akta Perceraian, Akta Kematian, Akta Kelahiran, dan 
Akta Pengangkatan Anak. 
C. Metode Penelitian  
1. Jenis Penelitian        
    Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian 
hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada hukum positif 
yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 




Undang - Undang Nomor  25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 
Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Data 
sekunder dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan 
yang terkait dengan penelitian hukum ini. 
2. Sumber Data 
Data yang di perlukan dalam penelitian ini ada data sekunder, yang 
terdiri dari :                                 
a. Bahan Hukum Primer: berupa peraturan perundangan-undangan  
yang terkait 
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik 
4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan 
Daerah Istimewa Yogyakarta 
5) Undang Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan 
6) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 





7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah 
8) Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta No. 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik. 
9) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta 
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah 
Daerah Istimewa Yogyakarta 
 
b. Bahan Hukum Sekunder: narasumber dari Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta serta pendapat hukum yang 
diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, 
dan majalah ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. 
3. Cara Pengumpulan Data        
a. Studi Kepustakaan, yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data 
yang berupa buku, pendapat para ahli, dan sumber-sumber resmi 
yang terkait dengan permasalahan hukum yang akan diteliti. 
b. Studi lapangan, yaitu berupa wawancara bebas dengan narasumber 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta yang 
dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga 
mengingat akan data yang akan dikumpulkan. Pada penelitian ini 
dilakukan wawancara langsung dengan narasumber di Dinas 




narasumber Bapak Fuat Gunardi, SH.,M.Hum, Kepala Sub Bagian 
Umum dan Kepegawaian. 
4.  Analisis Data   
a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundangundangan, 
sesuai lima tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu deskripsi 
hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, 
interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif 
b. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dianalisis 
(dicari perbedaan dan persamaan pendapat hukumnya). 
c. Bahan hukum primer bahan hukum sekunder diperbandingkan, dan 
dicari ada tidaknya kesenjangan. Bahan hukum sekunder 
dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer. 
Data primer dan sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini  
kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan 
dengan mendeskripsikan serta menggambarkan data dan fakta yang 
dihasilkan dari hasil wawancara, evaluasi, dan pengetahuan umum. 
Data pada penelitian ini kemudian dianalisis dengan metode induktif, 
yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang 
bersifat umum dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat 
khusus untuk mengajukan saran-saran, serta data yang telah diolah 
tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan cara 
menginterpretasikan data dan memaparkannya dalam bentuk kalimat 




D. Sistematika Penulisan Hukum / Skripsi 
BAB I  : PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, 
batasan konsep, metode penelitian, dan sistematikan 
penulisan hukum / skripsi 
BAB II : PEMBAHASAN 
Bab ini berisi konsep/variabel pertama, konsep variabel 
kedua, dan hasil penelitian. 
BAB III : PENUTUP  
Bab ini berisi kesimpulan dan saran penulis yang berkaitan 
dengan penulisan hukum ini sebagai jawaban dari 







Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebagaimana diuraikan di atas, 
maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kota Yogyakarta ditinjau dari 5 dimensi yaitu reability (keandalan), 
tangible (bukti fisik), responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan) 
dan empathy (perhatian). Ditinjau dari dimensi keandalan, dapat 
disimpulkan bahwa waktu untuk menyelesaikan proses pengurusan 
pencatatan sipil dan pendaftaran kependudukan belum ada kepastian yang 
jelas, namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta 
selalu mengupayakan menyelesaikannya secepat mungkin. 
Ditinjau dari dimensi bukti langsung atau tangibles yaitu meliputi 
fasilitas fisik, pegawai, perlengkapan dan sarana komunikasi, dapat 
disimpulkan bahwa kondisi sarana dan prasarana Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Yogyakarta saat ini sudah cukup memadai dan terus 
berupaya untuk mencapai penataan ruangan yang baik, yang secara jelas 
dapat menambah kenyamanan saat bekerja bagi para pegawai sebagai pihak 
pemberi layanan maupun masyarakat sebagai penerima layanan.  
Pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 




disimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan semua pegawai Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sudah cukup bagus 
dan Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kota Yogyakarta terus 
berupaya memberikan pelayanan yang cepat tanggap dan mendahulukan 
kepentingan pemohon atau masyarakat. 
Ditinjau dari dimensi jaminan atau assurance dapat disimpulkan 
bahwa pegawai merasa telah memberikan pelayanan terjamin secara 
legalitas, biaya, kualitas dan memberikan pelayanan yang adil. Pelaksanaan 
pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Yogyakarta ditinjau dari dimensi empathy dapat disimpulkan bahwa 
pelaksanaan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Yogyakarta sudah mampu memenuhi standar pelayanan publik yaitu 
pelayanan yang ramah, sopan dan tidak diskriminatif. 
2. Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kota Yogyakarta dalam memberikan pelayanan adalah sebagai berikut: 
a. Sumber Daya Manusia 
Sumber daya manusia yang kurang memadai di Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta yang berdampak pada proses 
pelayanan KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran serta administrasi 
kependudukan lainnya  menjadi terhambat. 
b. Anggaran atau Dana 
Terbatasnya dana yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan 




Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta menjadi 
terhambat. 
c. Kendala Kesadaran Masyarakat 
Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memahami betapa pentingnya 
legalitas kependudukan dan juga kurang dalam memahami persyaratan 
yang harus dipenuhi apabila ingin mengajukan permohonan baik itu 
administrasi kependudukan maupun administrasi catatan sipil, 
sehingga berkas-berkas yang diajukan kurang lengkap. 
d. Kurang memadainya sarana dan prasarana 
Gedung atau kantor operasional masih belum memadai, misalnya dari 
segi ukuran sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak optimal, 
ruang tunggu yang kadang tidak cukup menampung pengunjung Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. 
e. Kurangnya syarat administratif pengurusan 
Pemohon pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil di Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Yogyakarta masih ada yang 
tidak melengkapi syarat-syarat administratif sehingga terhambatnya 
proses pengurusan sehingga waktu penyelesaiannya pun semakin lama. 
f. Faktor non teknis, seperti kerusakan peralatan perekaman e-KTP 
Rusaknya alat perekam e-KTP itu merupakan salah satu kendala dalam 
pelaksanaan pencatatan kependudukan khususnya permintaan 
perekaman e-KTP, artinya bahwa apabila alat tersebut rusak maka 




dapat menerbitkan e-KTP, sedangkan untuk perbaikan alat tersebut 
hanya dapat dilakukan oleh teknisi dari Pemerintah Pusat saja. 
3. Upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta 
mengatasi kendala-kendala yang dihadapi yaitu dengan melaksanakan 
sosialisasi langsung ke masyarakat, Perekaman e-KTP keliling dan 
pelayanan langsung sidang akta kelahiran serta peningkatan kapasitas 
petugas melalui pendidikan dan pelatihan. 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dalam melayani masyarakat, aparat Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta perlu meningkatkan lagi 
pelayanan meliputi : 
1. Ditinjau dari segi keandalan (reliability), sebaiknya waktu pemrosesan 
pelayanan yang diberikan aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kota Yogyakarta dapat lebih tepat waktu sebagaimana telah ditetapkan 
dalam peraturan, selalu memberikan pelayanan yang sama kepada semua 
masyarakat, serta melayani masyarakat dengan ramah, penuh senyum serta 
selalu siap menolong.  
2. Ditinjau dari segi ketanggapan (Responsivenes), sebaiknya aparat lebih 
meningkatkan lagi ketanggapan dalam menanggapi masalah yang timbul, 
lebih tanggap dalam melayani masyarakat ketika tiba di kantor, serta lebih 




3. Ditinjau dari segi keyakinan (Assurance), sebaiknya dapat 
mempertahankan sikap ramah dan sopan dalam melayani masyarakat, dapat 
memberikan pelayanan yang lebih tuntas dan menyeluruh, serta 
memberikan penjelasan dengan lebih baik lagi dalam menimbulkan 
kepercayaan dan keyakinan masyarakat kepada aparat. 
4. Ditinjau dari segi perhatian (Emphaty), sebaiknya aparat Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dapat lebih 
meningkatkan perhatian kepada setiap masyarakat, keluhan masyarakat, 
serta meningkatkan pemberian pelayanan yang baik kepada semua 
masyarakat. 
5. Diharapkan struktur organisasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kota Yogyakarta dapat diperbaiki agar satu jabatan dapat 
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